






2.1 Gambaran Umum Kota Cirebon 
Gambar 2.1 
















Gambar 2.1 merupakan peta wilayah Kota Cirebon. Kota Cirebon sebagai 
salah satu kota di Provinsi Jawa Barat terletak di daerah pantai utara Provinsi 
Jawa Barat bagian timur. Letaknya antara 108.33 dan 6.41 Lintang Selatan 
pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari 
barat ke timur ± 8 kilometer, Utara Selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian 
dari permukaan laut ± 5 meter. Kota Cirebon merupakan daerah dataran 
rendah dengan luas wilayah administrasi ± 37,35 km2 atau ± 3.735,8 hektar 
yang mempunyai batas-batas: 
 Sebelah Utara   : Sungai Kedung Pane 
 Sebelah Barat   : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon 
 Sebelah Selatan  : Sungai Kalijaga 
 Sebelah Timur  : Laut Jawa 
Kota Cirebon termasuk kota dengan iklim tropis, dengan suhu udara 
minimum rata-rata 23,59 oC dan maksimum rata-rata 31,56 oC dan banyaknya 
curah hujan 1.194,7 mm per tahun dengan hari hujan 64 hari. Keadaan air 
tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut sehingga kebutuhan air 
bersih masyarakat untuk keperluan minum sebagian besar bersumber dari 
pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang sumber 
mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan. 
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Cirebon mencapai jumlah 





(50,16%) dan perempuan berjumlah 153.266 jiwa (49,84%). Penduduk Kota 
Cirebon tersebar di lima kecamatan, kecamatan yang memiliki tingkat 
kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalipan sebesar 19.227 
ribu jiwa/km2, terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan 12.137 ribu 
jiwa/km2, kemudian Kecamatan Kesambi 9.036 ribu jiwa/km2, Kecamatan 
Lemahwungkuk 8.419 ribu jiwa/km2, dan kepadatan terendah terdapat di 
Kecamatan Harjamukti hampir 6.017 ribu jiwa/km2. 
Tabel 2.1 








































Jumlah Penduduk Kota Cirebon Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 
Tahun 2015 
Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Total % 
Tidak Sekolah 36.575 35.459 72.034 18,52 
Belum Tamat 
SD/sederajat 
20.941 20.879 41.820 10,75 
Tamat SD/sederajat 29.345 36.536 65.881 16,94 
SLTP/sederajat 25.525 26.462 51.987 13,37 
SLTA/sederajat 61.767 54.024 115.791 29,78 
Diploma I/II 1.586 2.089 3.675 0,95 
Ak/Diploma 
III/Sarjana Muda 
6.436 6.144 12.580 3,24 
Diploma IV/Strata 1 12.624 10.320 22.944 5,90 
Strata 2 1.292 713 2.005 0,52 
Strata 3 85 52 137 0,04 
Jumlah 196.176 192.678 388.854 100 
Sumber: Profil Kota Cirebon 2016 
Berdasarkan tabel 2.2, dapat dilihat bahwa presentase penduduk Kota 
Cirebon yang tidak sekolah mencapai 18,52% yang artinya cukup banyak 
masyarakat Kota Cirebon yang tidak selokah. Namun pendidikan terakhir 





SLTA/sederajat yaitu mencapai 29,78%, sedangkan pendidikan terakhir yang 
paling sedikit berada pada tingkat Strata 3 dengan persentase 0,04%. 
Secara umum dapat dijelaskan bahwa Kota Cirebon bermata 
pencaharian di bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel, 
restoran, jasa-jasa dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 2.3 
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan 
Usaha Utama Tahun 2015 
Lapangan Pekerjaan Jumlah Peduduk % 
1. Pertanian 2.031 1,6 
2. Industri Pengolahan 10.716 8,4 
3. Perdagangan, Hotel dan 
Restoran 
54.608 43 
4. Jasa-jasa 29.441 23,3 
5. Lainnya 30.025 23,7 
Jumlah 126.821 100 
Sumber: Profil Kota Cirebon 2016 
Berdasarkan data di tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota 
Cirebon lebih banyak bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta 






2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 
Cirebon 
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon 
1. Visi Misi 
Visi 
“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang 
PATUH menuju Kota Cirebon yang Ramah Tahun 2018” 
Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang PATUH merupakan 
kepanjangan dari Profesional, Akuntabel, Transparan, Utama dan Handal di 
bidang Komunikasi, bidang Informatika dan bidang Statistik serta pelayanan 
administrasi. 
a. Profesional diindikasikan oleh tersedianya Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang professional untuk mendukung Pelayanan Komunikasi, 
Informatika dan Statistik kepada masyarakat; 
b. Akuntabel diindikasikan oleh terselenggaranya tata kelola pelayanan 
Komunikasi, Informatika dan Statistik yang efisien berdaya saing dan 
aman; 
c. Transparan diindikasikan oleh terselenggaranya pelayanan atau 





d. Utama diindikasikan oleh terciptanya budaya pelayanan yang 
berintegritas, bersih, efektif dan efisien; 
e. Handal diindikasikan oleh terselenggaranya pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat bisa diperoleh dengan cepat, tepat dan 
handal. 
Misi 
1. Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis; 
2. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di 
lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi informasi; 
3. Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan 
prasarana aparatur yang memadai; 
4. Meningkatnya SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang 
professional dan berwibawa; dan 





2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi DKIS Kota Cirebon 




2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dibentuk 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2016 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Cirebon. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
yang selanjutnya disingkat DKIS, dalam melaksanakan tugasnya berada 
langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui 
Sekretaris Daerah. 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
Kota Cirebon adalah sebagai berikut: 
Dalam Tugas Pokok : 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok 
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi, 
informatika, statistik dan persandian. 
Dalam Fungsi : 
a. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas 
pembantuan yang diberikan Kepada Daerah bidang Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persandian. 
b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan yang 






c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan dan tugas 
pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persandian; 
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dan 
Persandian; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
2.3 Bidang Layanan E-Government 
2.3.1 Tupoksi 
Bidang Layanan e-Government sebagai unsur pelaksana mempunyai 
tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan 
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen 
yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan 
Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di 
Pemerintah Kota serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota 
dan Masyarakat di Kota. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 





a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan 
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & 
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 
City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 
publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information 
Officer (GCIO) di Pemerintah Kota serta Pengembangan Sumber Daya 
TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat di Kota; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan 
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & 
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 
City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 
publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information 
Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pengembangan 
Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat di Kota; 
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan 
Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, 
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain 
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 
Pemerintah di Kota serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah 





d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & 
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 
City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 
publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information 
Officer (GCIO) di Pemerintah Kot serta Pengembangan Sumber Daya 
TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat di Kota; 
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan 
dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang 
terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan 
Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 
kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 
(GCIO) Pemerintah Kota serta Pengembangan Sumber Daya TIK 
Pemerintah Kota dan Masyarakat di Kota; dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam 
lingkup bidang tugasnya. 
Bidang Layanan e-Government, membawahi: 
a. Seksi Pengembangan Aplikasi; 
b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government; dan 
c. Seksi Tata Kelola E-Government.  
